
 
 

59 
 

BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang 

menerima produk makanan kedaluwarsa melakukan ganti rugi dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya. 

2. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan 

kedaluwarsa yaitu dimulai dari  kendala internal yaitu sumber daya manusia masih 

terbatas dan kendala eksternalnya yaitu masih kurangnya pemahaman dari konsumen 

atau masyarakat terhadap makanan kedaluwarsa dan juga masih  kurangnya 

pemahaman dari pelaku usaha. 

3. Bentuk upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di 

Kota Padang dari pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke 

lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional dan pada saat bulan Ramadhan  

dan Nataru (Natal dan Tahun baru) pihak BBPOM melakukan pengawasan Khusus. 

B. Saran  

1. Kepada para pelaku usaha atau produsen agar lebih bertanggung jawab lagi kepada 

konsumen apabila ada konsumen yang sudah terlanjur membeli produk milik pelaku 

usaha yang sudah kedaluwarsa. 

2. Kepada pihak BBPOM lebih  meningkatkan lagi jumlah sumber daya manusianya 

karna masih terbatas sumber daya manusianya, dan kepada para konsumen ataupun 

pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran dan lebih memperhatikan lagi makanan 

yang akan dikonsumsi apakah sudah kedaluwarsa atau tidak. 

3. Kepada BBPOM Kota Padang lebih  meningkatkan lagi estimasi monitoring ke 

lapangan secara berkala di tiap bulannya, agar pengawasan peredaran makanan 
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kedaluwarsa semakin ketat. Dan melakukan perluasan pengawasan monitoring yang 

mana inspeksi turun ke lapangan untuk mengawasi distributor produk makanan hingga 

ke kawasan terpencil, sehingga peredaran makanan kedaluwarsa benar-benar teratasi.
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